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Kemaritiman dan Investasi yang menjalankan tugas dan fungsi
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SURAT EDARAN 
MENTER! KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR 

DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR    1 TAHUN 2024 

TENTANG 
ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA MASA TRANSISI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR 
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 

A. UMUM
Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 139 

Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden 
Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengalami 
pemisahan fungsi serta perubahan nomenklatur menjadi Kementerian 
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tertib 
administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
komunikasi kedinasan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastuktur dan 
Pembangunan Kewilayahan maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri 
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang 
Administrasi Perkantoran pada Masa Transisi di Kementerian Koordinator 
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

B. DASAR PEMBENTUKAN
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286).

3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 -
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249).
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7. Ketentuan Lampiran
Format Kop Naskah Dinas, Cap Dinas, dan Surat Kuasa tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran ini. 

F. PENUTUP
1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan

melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dipedomani dan dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya. 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Oktober 2024

MENTER! KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, 

dhana
Stamp
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LAMPIRAN 

SURAT EDARAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG 

INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR    1 TAHUN 2024 TENTANG 

ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA MASA TRANSISI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 

A Ketentuan Kop Naskah Dinas 

1. Kop Naskah Dinas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan

Pembangunan Kewilayahan

MENTER( KOORDINATI>R 

BIDANG INFRASTRUKTIJR DAN. PEMBAN!GUNAN KEWILAYAHYlN 

REl'UBLIK IM>ONESIA 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur 

dan Pembangunan Kewilayahan,

..........................................................................



-6-

2. Kop Naskah Dinas Sekretaris Kementerian Koordinator dengan Logo

8
KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Alamat .... , Kade Pos - INDONESIA 
Telp. +62 ... , email : .... 

Sekretaris Kementerian Koordinator, 
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3. Kop Naskah Dinas Pejabat yang mendapat Kuasa

........ ... 

KEME"'TERIAN KOORDINATOR 

BIDANG INPRASTR\IKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 

REPUBLIK INDONESIA 

a.n. Menteri Koordinator Bidang lnfrastruktur 
dan Pembangungan Kewilayahan, 

(Nama)
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B Ketentuan Cap Dinas 

1. Cap Dinas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan

2. Cap Dinas Pejabat yang mendapat Kuasa dari Menteri Koordinator
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C Surat Kuasa Menteri Koordinator kepada Pejabat yang mengeluarkan surat 

dinas kepada instansi lain yang mengatasnamakan Kementerian Koordinator 

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 

MEN/TE.RI KOOIU)IINATOR 

Bl DANG INFRASTRUKTUR DANI PEMBANGiUNAN KEWILAYAHAN 

REJl'UBLIK IINl!JONIESIA 

SURATKUASA 

NOMOR: ..................................... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama : Agus Harimurti Yudhoyono 
Jabaran : Menteri Koordinator Bidang lnfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta 

Memberi kuasa kepada 
Nama . ............................... . 
Jabatan . ............................... . 
Alamat . ............................... . 

Untuk mengeluarkan surat dinas kepada instansi lain yang mengatasnamakan Menteri 
Koordinator Bidang lnfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam masa transisi 
Kementerian Koordinator Bidang lnfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

Surat Kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan 
ditetapkannya pejabat definitif Kementerian Koordinator Bidang lnfrastruktur dan Pembangunan 
Kewilayahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penerima Kuasa, 

Ttd 

Nama Lengkap 

NIP 

Jakarta, ........................ . 

Pemberi Kuasa, 

Materai dan Tanda Tangan 

Agus Harimurti Yudhoyono 




